
 
 

WALIKOTA BATAM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN WALIKOTA BATAM  

NOMOR 38 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENINDAKAN PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BATAM, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan 
Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak 

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tata Cara Penagihan dan Penindakan Pajak Daerah; 

 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

SALINAN 



Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan          

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)     
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2019 Nomor 7); 

 
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam 

Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Batam Nomor 112); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN 
DAN PENINDAKAN PAJAK DAERAH. 

  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Walikota Batam. 



4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang 
selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. 

5. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak 

yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah ( BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 

dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang.  

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau 

dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan 
Daerah. 

12. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau 
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek 
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 



ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
Perpajakan Daerah. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda 

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu 
dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah 

yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 

Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak. 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Badan 
untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 

Wajib Pajak. 



23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 
menjual barang yang telah disita. 

25. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 

menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk 
melunasi utang pajaknya. 

26. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 

penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh 

tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari 
semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. 

27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak. 

28. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk 
menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan 

jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan 
perundang-undangan. 

29. Hari adalah hari kalender. 
 

BAB II 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH 
 

 Pasal 2  

 
(1) Penagihan Pajak Daerah didasarkan atas : 

a. SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. STPD; dan 

e. SPPT. 

 
(2) Kepala BPPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang menerbitkan : 

a. Surat Pemberitahuan; 

b. Surat Teguran pertama sampai dengan ketiga; 

c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

d. Surat Paksa; dan 

e. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

penagihan pajak.  
 
 



BAB III 
SURAT PEMBERITAHUAN 

 
Pasal 3 

 
(1) Surat Pemberitahuan disampaikan kepada wajib pajak 

setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang 

ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan 
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah merupakan dasar 
penagihan pajak yang dilakukan oleh Kepala BPPRD. 

 
(2) Dalam hal Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar 

berdasarkan penetapan Walikota/Pejabat yang ditunjuk 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda, sanksi dimaksud dapat ditagih dengan 

menggunakan STPD. 
 

(3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan dan ditagih dengan STPD atas SKPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar. 

 

(4) Penerbitan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan Surat 

Pemberitahuan diterbitkan dan disampaikan kepada wajib 
pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
jatuh tempo pembayaran. 

 

(5) Dalam jangka waktu surat pemberitahuan diterbitkan dan 
disampaikan kepada wajib pajak setelah jatuh tempo 
dilakukan pemeriksaan. 

 
BAB IV 

SURAT TEGURAN 
 

Pasal 4 

 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 

ditagih dengan Surat Teguran. 
 

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh surat 

pemberitahuan disampaikan. 
 

(3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan melalui : 

a. Secara langsung; 

b. Melalui elektronik; dan 



c. Melalui PT. Pos dan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa 
kurir dengan bukti pengiriman surat. 

 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, 

Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. 
 

(5) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan 
oleh Kepala BPPRD. 

 

Pasal  5 
 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau 

kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 
ditagih dengan Surat Teguran Kedua.  
 

(2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan 

dalam surat teguran pertama atau surat peringatan 
pertama, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat 
ditagih dengan Surat Teguran Kedua. 

 
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 

teguran Kedua atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. 

 

(4) Surat Teguran Kedua, Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

 
BAB V 

PAPAN PENGUMUMAN 
 

Pasal 6  

 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 

ditagih dengan melakukan pemasangan pada papan 
pengumuman di wilayah objek pajak berupa spanduk, 
stiker maupun iklan di media massa. 

(2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan 

dalam Surat Teguran Kedua (II), maka pejabat yang 
ditunjuk dapat melakukan pemasangan pada papan 
pengumuman di wilayah objek pajak berupa spanduk, 

stiker maupun iklan di media massa dengan kalimat 
informasi “Objek Pajak ini belum melunasi Pajak Daerah”. 

 



 (3) Pemasangan papan pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dikeluarkan oleh Kepala BPPRD. 

 
BAB VI 

SURAT PAKSA 
 

Pasal 7 

 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 

ditagih dengan surat paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan standar 

penagihan oleh Jurusita Pajak yang memiliki keahlian 
sesuai kualifikasi tertentu. 

(4) Ketentuan mengenai standar penagihan dan kualifikasi 

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 
 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah 

pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 
 

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 
(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau 

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 
 

Pasal 9 

 
(1) Surat Paksa diterbitkan apabila : 

a. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya 
telah diterbitkan surat teguran, surat peringatan dan 
surat sejenis lainnya; 

b. terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus; atau 

c. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan Persetujuan Angsuran 
atau Penundaan Pembayaran Pajak. 

 

 

 

 



 
(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat : 

a. nama wajib pajak; 

b. Dasar penagihan; 

c. besarnya utang pajak; dan 

d. perintah untuk membayar. 
 

 
BAB VII 

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 

 
Pasal 10 

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi 
dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan 
Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
 

 
BAB VIII 

PENGUMUM LELANG 

 
Pasal 11 

 

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum 
melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat 

belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk 
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan 

kepada Kantor Lelang Negara. 
 

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, 

jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita 
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada 

Wajib Pajak. 
 

 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan.  
 

 
 

 
 
 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Walikota  ini  dengan  

penempatannya  dalam Berita Daerah Kota Batam. 
 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal  7 Juni 2021 

 

WALIKOTA BATAM 
 

dto 

 
MUHAMMAD RUDI 

 
Diundangkan di Batam 
pada tanggal 7 Juni  2021 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

 
dto 

 

JEFRIDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 825 

 
  

Salinan sesuai dengan aslinya 

An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Ub 

Plt. Kepala Bagian Hukum 

 

 

 

 

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19671224 199403 1 009 



 
 

 
 

 
 
 

 

         


